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Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah dengan cara memisahkan sebahagian
harta benda yang kita miliki untuk dijadikan harta milik umum, yang diambil
manfaatnya bagi kepentingan umat Islam atau umat manusia pada umumnya. Dan
untuk kelanggengan ibadah tersebut, haruslah dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran umum tentang
kedudukan tanah wakaf yang belum terdaftar dalam pandangan hukum, serta
peran Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara tanah wakaf yang belum
terdaftar agar bisa terdaftar sehingga memperoleh kekuatan hukum, berdasarkan
kompetensi Peradilan Agama , yaitu kompetensi Peradilan Agama berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sumber data
yang diperoleh melalui kajian terhadap bahan hukum primer, yaitu seperti
Undang-undang, Peraturan-peraturan dan literatur hukum lainnya yang berkaitan
dengan topik yang dibahas. Disamping itu juga mengkaji bahan-bahan hukum
sekunder, kemudian dilengkapi dengan bahan hukum lainnya, baik pengumpulan
hukum dengan cara library research yaitu dengan melakukan penelitian terhadap
bahan-bahan hukum yang ada relevansinya dengan topik masalah ini. Bahan
hukum yang telah dihimpun, diolah dengan langkah-langkah normatif, yaitu
menggunakan metode inventarisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan
aspek perwakafan dan kewenangan Pengadilan Agama, kemudian bahan hukum
tersebut dianalisis secara kualitatif yang pada akhirnya dapat memberikan
jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian ini adalah : 1) Tanah wakaf yang belum terdaftar pada instansi
yang berwenang berupa Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta
Ikrar Wakaf, meskipun sudah sah menurut ajaran Islam, tetapi tidak mempunyai
kekuatan hukum, seperti halnya dengan pernikahan yang tidak terdaftar pada
Pejabat yang berwenang. 2) Peradilan Agama berwenang menyelesaikan perkara
Itsbat Wakaf seperti halnya dengan kewenangannya menyelesaikan perkara Itshat
Nikah dan Pengesahan Hibah yang selama ini telah dilaksanakan oleh Pengadilan
Agama.



